WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 20 TAHWY 201y

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014

Menimbang

Mengfngat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016
ke dalam dokumen perencanaan tahunan telah ditetapkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014;

. bahwa sehubungan adanya perubahan asumsi-asumsi

kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,
prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program
dan kegiatan prioritas, perlu menetapkan Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2014,

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota  Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa
Barat;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5237);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3500});

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4807);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan  Daerah
Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 471);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 30);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah
Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008
Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9
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Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga {Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008
Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga
Tahun 2011 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota
Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11
Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga
Tahun 2008 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah
Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 1), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Salatiga
Tahun 2011 Nomor 10};

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota
Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2007
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007
Nomor 72);



Menetapkan

20. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2007
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tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007
Nomor 72);

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2008
tentang Analisis Standar Belanja Kota Salatiga (Berita
Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 49) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Walikota Salatiga Nomor 35 Tahun 2013 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Salatiga
Nomor 49 Tahun 2008 tentang Analisis Standar Belanja
Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013
Nomor 35);

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah
Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014
(Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Salatiga.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

Walikota adalah Walikota Salatiga.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada

Pemerintah Daerah.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode satu tahun.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat Kkebijakan bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasari untuk periode satu tahun.

o B
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Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran-
SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. '
Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara
Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Defisit Anggaran adalah selisth kurang antara
Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Analisis Standar Belanja adalah standar yang
digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja
atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh SKPD untuk satu tahun anggaran.

Pasal 2
Perubahan RKPD Tahun 2014 merupakan pedoman
bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
BAB1 PENDAHULUAN
BABII EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN
RKPD TAHUN 2014
BAB IV PENUTUP
Uraian Perubahan RKPD Tahun 2014 sesuai
sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 3
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 25 Quli 20\

YULIYANTO {

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 2% fau\( 2014

SEKRETARIS DAERAH XOTA SALATIGA,

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 204 NOMOR 20



